
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKIRAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/8 TAHUN 2021

TE NTAN G

PERSETUJUAN IAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 202O

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Semarang telah menyelesaikan pembahasan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota

Semarang Akhir Tahun Anggaran 2O20;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menerbitkan

Keputusan Dewan Perwal占lan Rakyat Daerah Kota

Semarang tentang Perset可uan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Walikota Semarang Akhir Tahun

Anggaran 2O20;

Mengingat　: 1. Undang-Undang No皿Or 16　Tahun 1950　tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam

Lingkungan Propinsi Pjawa Timur, Pjawa Tengah,

Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Pjogjakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia　船hun 195O

Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor　28　Tahun　1999　tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

3・ Undang-Undang Nomor 17　Tahun　2003　tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　20O3　Nomor　47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No皿or 4286) ;
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4. Undang葛Undang Nomor l Tahun　2OO4　tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Ta皿bahan Lembar.an

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15　Ta血un　2004　tentang

Pemehksaan Pengelolaan dan Tanggun由awab Keuangan

Negara　(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2004　Nomor　66, Tambahan I.鳥mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6. Undang-Undang Nomor 12　Tahun　2011 tentang

Pembentukan Peratu ran Perundang- undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2011

Nomor　82, Tambahan Lemb劃m Negara Republik

Indonesia Nomor　5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1

tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun　2O19

Nomor 183’ Tambahan Lembaran Neg紺a Republik

Indonesia Nomor 6398) ;

7・ Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah’terakhir dengan Undang-Undang Nomor l l

Tahun　2020　tenta調g Cipta Keヰa, (Lemb甜●an Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Nomor 6573);

8. Peraturan Pemehntah Nomor 16 Tahun 1976　tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

Nomor　2与, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pe皿erinta血　Nomor　50　Tahun 1992　tentang

Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-

kabupaten Tingkat II Purbalingga) Cilacap) Wonogiriタ

Jepara Dan Kendal, Serta Penataan Kecamatan

Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

Dalam Wilayah Provinsi Daerah T血gI損t I Jawa Tengah

(Le皿baran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 89);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005　tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia咄Iun 2005 Nomor 140’Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
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11. Peraturan Pemerintah Nomor　3　Tahun　2007　tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemehntahan Daerah kepada

Pemehntah, Laporan Keterangan Pertanggun割aWaban

Kepala Daerah kepada Dewan PerwaIdlan Rakyat Daerah

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemehntahan

Daerah kepada Maayarakat (Lembara皿Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lemb甜Em

Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12　Tahun　2O18　tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembanm Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6 197);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12　Tahun　2O19　tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lemba|.an Neg紺a Repub此Indonesia Nomor 6322) ;

14. Peraturan Pe皿erintah Nomor 13　Tahun　2019　tentang

Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah　(Lembaran Neg紺a Republik Indonesia

Tahun　2019　Nomor　52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6323) ;

15.Peraturan F十esiden Nomor　87　Tahun　2014　ten上ang

Peraturan Pelaksan餌皿　Undang-Undang No皿or 12

Tahun 20 1 1 te皿tang Pembentukan Pera血ran Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 199);

16. PeratuI.an Daerah Kota Semarang Nomor H Tahun 2006

tentang Pengelola弧　Keuangan DaeI`ah (Lemba岨r]"

Daerah Kota Sema翰ng Tahun 2006　Nomor l Seri E,

Tambahan Le皿b甜・an Daerah Kota Semarang No皿or l)

se血gaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Semarang Nomor 5 Tthun 2013 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kota Semara皿g No皿o富ll

Tahun　2OO6　tentang Pengelolaan KeuangaⅡ　DaeITElh

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 201O

tentang Rencana Pembangunan Jangka Pa可ang Daerah

(RRJPD) Kota Semarang Tahun 20O5-2025 (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 201O Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 43);
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18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor l l Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan dan Belar互a Daerah Kota

Semarang Tahun Anggaran 20 19 (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2018 Nomor l l 〉;

19. Peraturan Daerah Kota Semarang No皿or 7 Tahun 2O19

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bela両a

Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 20 19 (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 7);

20. Peratura調Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tallun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (R剛MD) Kota Semarang Tahun　2O16-2021

(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6)

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Semarang Nomor ll Tahun　2O17　tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang

Nomor 6 Tahun 2O16　tentang Rencana Pembanglman

Jangka Menengah Daerah (RfUMD) Kota Semarang

Tahun　2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang

Tahun　2017　Nomor ll, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Se皿arang Nomor 1 23);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol l

tentang Perubahan Kedua A血S Peraturan Mente正Dalam

Negeri Nomor 13　Tahun　2OO6　tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Be正ta Negara Republik

Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Nege正Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Dae冒ah (Be正ta

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36)

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor　80

Tahun　2015　tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kot.a

Semarang Nomor l Tahun　2018　tentang Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Be五ta

Daerah Kota Semarang Tahun　2018　Nomor　71)

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor l

Tahun 2019 tentang Perubahan A上as Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Ko血　Se皿aran富　Nomor l

Tahun　2018　tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota

Semarang Tahun 2019 Nomor 52);

年



24. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rdyat Daerah

Kota Semarang Nomor 172・1/7　Tahun　2021 tentang

Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota

Semarang Akhir Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KE S ATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menyetujui kpora皿　Keterangan Pertanggungjawaban

Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran　2O20 dengan

beberapa rekomendasi.

Laporan Pani缶a Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Semarang seba轡almana dimaksud dala血konsideran

menimbang huruf a me可adi Lampiran yang me丁upakan

bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota

Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggaJ ditetapkan.

Ditetapkan di S e m aran g

Pada tangga1 22 Apri1 2021

KETUA

¥ DEWAN PERW

ク　　　　KO

SALINAN Keputusan ini disampaika皿kepada Yth:

1. Walikota Semarang;

2. Wakil WalikotE| Semarang;

3, P包ra Wakil Ketu包DPRD Ko血Se皿arang;

4. Para Anggota DPRD Kota Semara血g;

5" Sekretaris Daerah Ko血Semarang;

6. Sekretahs DPRD Kota Semarang;

7. Para Asisten Sekda Kota Semarang;

8・ Inspektur Kota Semara皿g;

9. Para Kepala Badan Kota Semarang;

1 O. Para Kepala Dinas Kota Sem創輪皿g;

1 1. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;

1 2. Para Ca調しat Kota Semaran史.

RAKYAT

ARANG ,

DAERAゾ

与


